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A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, sebagaimana
telah diubah terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;




6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

o Wakil Walikota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan
Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11.Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.2.1.3/4204/SJ tanggal 30 Agustus 2024 Perihal Penegasan terkait Cuti di
Luar Tanggungan Negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
serta Pengusulan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali
Kota.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja di Wilayah
Kabupaten Tana Toraja, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Bupati
Tana Toraja yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (paslon) dalam
Pemilihan Kepala Daerah dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk
paslon Pilkada dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. mengajukan permintaan cuti kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan dalam
melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai Kepala Daerah
serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena
diberi izin cuti melakukan kampanye Pilkada.

2. Cuti untuk melakukan kampanye bagi paslon Pilkkada hanya diberikan
dalam jangka waktu masa kampanye Pilkada. |zin cuti diberikan paling
lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye

Pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti
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kampanye Pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan
kampanye.

3. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum
pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal
dan lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik

sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.

o
Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.
~
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